
 

INDIKATOR  KINERJA UTAMA {IKU) 

 

Instansi 

Tujuan 

Tugas 

 

Fungsi 

8EKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PONOROGO. 

Terwujudnya pelayanan prima. 

Membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah 
serta pelayanan administratif. 

1. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan Daerah; 

2. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat Daerah; 

3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah; 

4. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah; 

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. 

 

KINERJA UTAMA 

/SASARAN STRATEGIS/ 

OUTCOME 

INDIKATOR KINERJA 

UTAMA (IKU) 

PENJELASAN /  

FORMULASI PENGHITUNGAN  

  SUMBER DATA PENANGGUNG 

JAWAB 

Meningkatnya kinerja 
penyelenggaraan 

pemerintahan daerah dan 

fasilitasi kehidupan 

bermasyarakat  

Prosentase Perangkat Daerah 
yang melaporkan data capaian 
kinerja untuk penyusunan 
LPPD secara tepat waktu  

Jumlah aspek dalam penyelenggaraan 
pemerintahan dengan predikat tinggi / jumlah 
seluruh aspek dalam penyelenggaraan 
pemerintahan X 100 

Dokumen 

laporan LPPD 

Bagian 
Tata Pemerintahan 
dan Kerjasama  

Prosentase kegiatan 
keagamaan dan 
kemasyarakatan yang 
difasilitasi  

Jumlah kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan / 
jumlah seluruh kegiatan keagamaan dan 
kemasyarakatan X 100 

Dokumen 
Laporan Kinerja   

Bagian 
Ksejahteraan 
Rakyat 

Prosentase produk 
hukum daerah yang tidak 
bertentangan dengan 
peraturan perundang – 
undangan  

  Jumlah produk hukum daerah yang tidak  
bertentangan dengan UU / Jumlah produk  
hukum x 100 

Dokumen Laporan 

Kinerja 

Bagian Hukum 



 

                      

SEKRETARIS DAERAH 

 

 

 

 

 

 

 

  

KINERJA UTAMA/ 

SA8ARAN STRATEGIS/ 

OUTCOME 

INDIKATOR KINERJA 

UTAMA (IKU) 

PENJELA8AN /  

FORMULASI 
PENGHITUNGAN 

SUMBER DATA PENANGGUNG 

JAWAB 

  Meniugkatnya stabilitas 
perekonomian dan 
transparansi,efektifitas  serta 
efisiensi pengadaan barang 
dan jasa 

Pengendalian inflasi daerah Nilai inflasi tahun N — Nilai inflasi tahun 

(N- l ) / Nilai inflasi tahun (N-1) X 100 

Badan Pusat 
Statistik (BPS) 

Bagian 
Administrasi 

Perekonomian dan 

Sumber Daya 

Alam 

Cakupan layanan pengadaan 
barnag dan jasa secara 
elektronik (e-procurement) 
melalui LPSE 
 

Jumlah paket pengadaan yang dilelang 
melalui LPSE selesai tepat waktu / 
jumlah seluruh paket pengadaan X 100 

Dokumen 
Laporan Pengadaan 
Barang  dan Jasa 
(PBJ) secara 
elektronik              
(e-procurement) 

Bagian Pengadaan 
Barang dan Jasa 

Prosentase realisasi belanja 
pengadaan  

Jumlah realisasi belanja langsung / 

jumlah belanja langsung X 100 

Dokumen 
laporan 
realisasi fisik 
dan keuangan 

Bagian 
Administrasi 
Pembangunan 

Meningkatnya 

akuntabilitas kinerja dan 

kualitas pelayanan publik 

Prosentase unsur pelayanan 
dengan nilai baik 

Jumlah Unit Pelayanan dengan nilai 
Survey  Kepuasan  Masyarakat  (SKM)  baik 
/ jumlah Unit Pelayanan yang 
melaksanakan Survey Kepuasan 
Masyarakat (SKM) X 100 

Dokumen 
Survey Kepuasan 
Masyarakat 
(SKM) 

Bagian 
Organisasi 

Prosentase Perangkat Daerah 
yang Menyusun Laporan 
Kinerja (LKJ) dengan benar 
dan tepat waktu  

Jumlah  SKPD yang  menyusun  LKj dengan benar  

dan tepat waktu  /  Jumlah  SKPD X 

100 

Dokumen laporan 
kinerja 

Bagian 

Organisasi 



 

 

 

 

 

 


